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ABSTRAK 

Penilai Pertanahan merupakan pihak ketiga atau pihak independent yang ditunjuk 

oleh panitia pengadaan tanah untuk melakukan perhitungan menentukan besarnya 

ganti kerugian terhadap asset yang terdampak dalam proyek pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Penilai Pertanahan merupakan pihak yang 

diakui oleh negara yaitu Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik 

Indonesia. Penilai Pertanahan memiliki kewenangan untuk memberikan atau menilai 

besaran ganti kerugian kepada tanah yang terdampak proyek pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum 

sepenuhnya lengkap dan hanya mengatur proses serta apa saja yang menjadi bahan 

penilaian di dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. Fakta di lapangan menunjukkan masih kurangnya perlindungan hukum dan 

kepastian hukum bagi penilai pertanahan untuk melakukan perhitungan besaran ganti 

kerugian dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan proses 

berfikir deduktif. Dengan menerapkan teori pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara perdata, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hakim selalu mengabulkan tuntuan warga terdampak di 

beberapa kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, juga belum diaturnya Undang-

Undang yang mengatur tentang Penilai Pertanahan/Appraisal sehingga masih adanya 

kekosongan hukum (rechts vacuum) mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum.  

Kata Kunci: Penilai Pertanahan, Putusan Hakim, Undang-Undang baru 
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ABSTRACT 

Appraiser is a third party or independent party appointed by the land acquisition 

committee to calculate the amount of compensation for the affected assets in the land 

acquisition project for development for the public interest. Land Appraiser is a party 

recognized by the state, namely the Ministry of Finance and the Financial Services 

Authority of the Republic of Indonesia. Appraisers are parties recognized by the 

state, namely the Ministry of Finance and the Financial Services Authority of the 

Republic of Indonesia. Appraiser has the authority to award or assess the amount of 

compensation to land affected by land acquisition projects for development for the 

public interest. Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development 

for Development for Public Interest is not yet fully complete and only regulates the 

process and what is the material for assessment in land acquisition projects for 

development for the public interest. In Facts show that there is still a lack of legal 

protection and legal certainty for land appraisers to calculate the amount of 

compensation in land acquisition projects for development for the public interest. 

This research uses normative research methods with a deductive thinking process. By 

applying the theory of judges' considerations in deciding civil cases, the theory of 

legal certainty, and the theory of justice. The results of this study show that the judge 

always grants the demands of affected residents in several cases discussed in this 

study, as well as the non-regulation of the Law governing land appraisers /Appraisal 

so that there is still a legal vacuum (rechts vacuum) regarding Land Acquisition for 

Development for Public Interest 

Keywords: Appraisal, Judge's Ruling, New Laws. 
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